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ABSTRAK

PBB lahir bertujuan wntuk memelihars  perdamaian dan  keamanan
internasional, Tindakan PRB untuk memelibara perdamaian don keamanan
internasional  dapat  berups  diplomasi maupun cars paksa alas  kekerasan,
dizntaranya penggunazn kekuatan senjats.  Ancaman-ancaman, penyerangan-
penyerangan  ataupun  tindakan lainnya veng mengangeu  perdamaian dan
keamanan internasional terkadang tidak selalu dapat disclesaikan oleh PBE,
Pengpunaan kekustan senjata dafom keadaan tertentu sangat dibutuhkan dalam
upaya mencapai perdamaian dan keamanan internasional, namun PRE kadang
kala tidak mengeunakannyva ataupun papal dalam mengantisifasi keadaan vang
memerlukan penggunaan kekuatan senjata tersebut. Berdasarkan Bal tersebut
penulis mencoba mengangkat Gnjeusn voridis lerhadap pengpunaan kekuatan
senjata dalam upava pemelibaraan perdamaian dan kesmanan internasional oleh
prganisisi nepara-negara regional anpa mandat dari PRE. Adapun permasalahan
vang dibshes dalam penelitian ini adalsh bagaimana prosedur PUnEELNaan
kekuatan senjata oleh PBB dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan kKeamanan
internasional, dan bagaimana peran organisasi nesara-negara recional dalam
upaya  pemelibaraan perdamaian den keamanan  internasional dengan
menggunakan kekuatan senjata. Untuk menyelidiki hal ini penulis mengounakan
metode yuridis normatif. yail dengan melihat ketentuan vang berlake dengan
cira meneliti bahan-bahan kepustakoan dian mempelajan bahan-bahan pendukung
lainnya vang berhubungan dengan materi vang dibahas datam penulisan ini
Berdasarkan penclitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa
penggunan kekvatan senjata dalam upaya pemelibaraan perdamaian internasional
dilakukan apabila Dewan Kesmanan aao Majelis Umnum menganggap perlu,
Organisasi negara-ncgara regional juga berperan dalam upaya pemelibaraan
perdamaian dan keamanan internasional dengan mengpunakan kekuatan SCNjala
melalui mandat dari Dewan Keamanen stau Majelis Umum PRE.



BATR
PENDAHULUAN
A, Latar Belakang "ermasalahan

Perscrikatan Bangsa-Bangsa ( PEB ) scbagai orpanisas: lerbesare di donia,
anngal hm-pnrnn tilam menclptakan perdnmalan don kemmnanan internasionn], PTIR
lahir bertiuan unluk memelihara perdamaian dan keamanan imlemasional denpan
meingadnkan tindakan-tindakan bersama yang tepal untuk mencepah ancaman-
ancaman, penyerangan ataupun tindakan lainnya yang mengangeu perdamaian
dan keamanan internasional, PRI jupa berperan serta dalam mengatur dan
menyelesaikan pertikaian-pertikaian internasional dengan jalan damai dan sesuai
dengan  asas-psas  keadilan  serta  scsuai dengan kacdsh-kacdah  hukum
internasional,

Tangeung jawab wlama untuk memelibara perdamaian dan keamanan
internagional diberikan kepada Dewan Keamanan PRRY Dewan Keamanan
menentukan adanya sesvatu ancaman lerhadap perdamainn |, atau tindakan agresi
gertn mengajukan vsulan-usulan, alaw tindakan apa yang akan diambil untuk
memulilkan perdamaian dan keamanan inlernasional.”

Dewnn Keamanan berlindak selelab mendapat  suara bulat dan sermes
angeota lelap dalam mengambil  keputusan-keputusan,  lenmasuk  tanggapan
terhadap penanganan  suatu sengketn alau ancaman  terhadap  perdamaian

. . F
internasional.

" Lihat Pasal 1 Piagam PRE tecjemaban Media Centre

* Lihat Fazal 24 Piagam FBEB terjomshan Mesdia Centre,
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Kepentingan-kepentingan yang dimiliki setiap Anggota Tetap Duewan
K eamanan, turut mempersulit untuk mendapatkan suars bulat. Menurul T Boer
Mauna PRI schagai orpanisasi internasional yang paling berkompeten dalom
penanganan masalah dianggap terlaluy lamhbuan dalam menanggapl  anciaman
perdamaian dan keamanan  internasional, Kompleksnya  permasaluban yang
dihadapi PBIY ditambah dengan ancka magamnya kepentingan yang ferlibat,
lermasuk  penggunaan hak  veto oleh negara-negard angpoia  letap Dewan
Kemmanan, sehingga permasalahan yang dibahas sering fidak ada kelanjutannya.’

Pepanganan atan penindakan atas suaty pelanggaran  alau  ancamarn
terhadap perdamaian dan keamanan internasional harus dilaksanakan dengan
efektif dan dalam waktu yang relatif cepat, agar tidak menimbufkan dampak vang
terus melugs. Hal ini kemudian mendasari negara-negara dan atau oTganisasi
internasional untuk  ikul campur langsung dalam  upaya pencegahan  dan
penindakan  atas  suatu  pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan
internasional, seperti yang dilakukan oleh koalisi negara-negara yang herinisiatit

membela masyarakat wutsi di Rwvanda sebelum terjadi pembantasan. 9

Genosida yang terjadi di Rwanda merupakan salah satu contoh akibat dan

kelambanan penindakan atas ancaman perdamaian dan keamanan internasional.
Menjelang pembantaian hesar-besaran terhadap masyarakat Tatsi telah ada koalisi

negara-egara yang  siap bertindak  membela masyarakal tersebut dengan

* Roer Mauna, [Tukum lnternasional, Penerbit Alumni Randung, Bandung, 2000, hal. 546 dikutip
dari Changieg Patteens in the Lse af the Fete di the Seentity © enensertl, D1ITice of the ARG fos

Security Couneil, June 1999
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pengounaan  senjata, namon Dewan Keamanan menalak  alag  menunda

memberikan rekomencd asi.

Piagam PR1 tidak menghalangi adanya badan-badan kedaerahan atan
semacan organisasi negarn-negara regional unuk meclakukan upaya pemeliharzan
perdamaian dan keamanan internasional, asalkan sesual dengan fujuan dan asas-
asas POR.Y Organisasi negara-negara regional tidak dapaet menggunakan tindakan
paksaan, seperti penggunaan kekuatan bersenjata tanpa pemberian kuasa dar
[ewnn Keamanan PBB. Penppunaan kekuatan bersenjata tanpa pemberian kuoasn
dati Dewan Keamanan PBB hanya dapal dilakukan terhadap nepara musuh, vailu
negarn-negara selama Perang Dunia 11 telah menjadi musuh duri negnra-negarn

penandatanpan piagamn BB ini.”

Keadaan vang menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan
nternasional lersebul membutubkan  tindakan  pencegahan yang cepat serla
memerhrkan tindakan kekerasan, agar kasus genosida di Rwanda tidak terjoadi lagi

pada masa yang akan datang,

Berangkat  dari hal - dinias,  maka penulis  merasa terlarik  untuk
menuliskannya dalam sualu karya ilmiah yang berjudal “TINIAUAN YTURIDIS
TERHADAP PEMNGGUNAAN KEKUATAN SEMIATA DALAM  UPAYA

PEMELTHARAAN  PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

" 1hid
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OLEH ORGANISAS]T MEGARA-NEGARA REGIONAL TANPA MANDAT

DAREPBI ™.

. DPemmusan Masalah

Merdasarkan judul dan latar belakang ying telah dipaparkan terdabuln,

penulis merumuskan permasalahan sehagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penggunaan kekuatan senjata oleh IS dalam

upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional?

B

Dagaimand peran Orpanisasi Mepar-negaa regional dalam upaya
pemelibaraan  perdamatan  dan keamanan internasional  dengan
mengpunakan kekuatan senjata?
7, Tujuan Penelitian
Penclitian ini bertujuan untuk
I, Untuk mengetahoi prosedur pengunaan kekuatan senjata olch P
dalam vpaya pemelibaraan perdamainn dan keamanan internasional.
7. Untuk menpetahui peran organisasi negara-negara repional dalam
wpnya pemeliharaan dan keamanan intermasienal denpan menggunakan
Lekuatan senjata.
I}, Manfnat Penclitian
1. Secara teoritis
Penclitian ini diharapkan dapat bermanfzal bagi penpembangan il
hukum, khususnya Hukum Internasional mengenail penggunaan kekuatan senjata

dalam upava pemelibaraan  perdamaian  dan kecamanan  inlernasional  oleh

mrganisasi negara-negara regional tanpa mandat dar "B
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BAB IV

PENLITUP

AL Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pesulis, muoka dapat ditarik

kesimpulan schagai berikut :

1.

Hahwa sebelum penggunsan kekustan senjala oleh PBB delam upaya
pemnelibarann perdsmaian dan keamanan intemasional terlebib daholu
Iewan Keamanan  menentukan  adanya  sesuatu  ancaman  terhadap
perdamaian,  dan memutuskan  tindakan  yang  akan  diambil - serta
memutuskan perlu tidaknya penggunaan kekuatan senjata. Bala tentara,
hantuan-bantuan, dan fasiitas-Tasilitas, termasuk lalu lintas yang dianggap
perlu dalam upaya pemeliharsan tersebut diatas dimintakan kepada
nepara-negara anggola sesual dengan perselujuan-persetujuan dan keadasn
vang mendukung pada sast itu, Penggunaan kekuatan senjata oleh PBB
jugn dapat berupa pembentukan Operasi Pemelihaman Perdamaian,dimana
segaln sesuaty berupa bala tentara, logistik dan keperluan aperasional
lainnye  dimintakan  secara  sukarcla kepada  negara-negara yang
berpartisipasi. PEB juga dapat meminta bantuan Ohrganisasi negara-negara
regional dalam pengpunaan kekuptan senjata dalam upaya memelibara
perdamaian dan keamanan internasional jika PRI membutuhkan.

Babwa organisasi negars-negara regional sangat berperan dalam upaya

pemeliharaan  perdamaian  dan keamanan internasional  dengan

meggunakan  kekuntan  senjata, Organisasi  nagara-negara  regional
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diberikan wewenang oleh Perserikata Bangsa-Hangsa untuk menpgunakan
kekuatan senjata dalam upaya memelihara perdamaian dan kewmanan
- ternasional melalui mandat yang diberikan oleh Dewan Kemmanan PHBE
dengan mengeluarkan resolusi dan atau olel Majelis Umum, Wewenang
itu hinsanya diberikan dalam hal Dewan Keamanan kesulitan  untuk

menangani masalah yang menjadi tanggung jawabnya.

B. Saran

b

Sehapai penutup, penulis menyampaikan saran-saran schapai berikut @
Flak "Veto” Dewan Keamanan menirut penlis sangal menghambat dalam
upava pemeliharaan perdamaian dan keamanan  intermasional.  Setiap
negara memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda, schingga
samgat sulit untuk mendapatkan suard bulat dari semun negara pemegang
hak veto, Penulis menyarankan agar Piagam PR direvisi dengat
menghilangkan hak istimewa [ewan Keamanan terschut, Saran penulis ini
sangat sulit dilakukan, bhahkan mendekati mustahil, pamun menurut
penulis ini adalab kendala ulama dalam upaya pemeliharaan perdamaian
dan keamanan internasional.

Upaya pemeliharaan perdamaian  dan  keamanan internasional  oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa, khusus mengenal pengeungan kekualan
senjata telah diupayakan cemaksimal mungkin, terlibal dari hanyaknya
sistenn  yang digunakan dalam upaya mencapaian  perdamaian dan
keamanan internasional tersebut, Namun dengan adanya hak mutlak dari

Dewsn Keamanan PIB untuk menentukan dapatnya sualu keadann yang
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